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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif
a. Kurikulum SD inklusif dalam kategori cukup baik. Beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya adabtasi kurikulum, kesesuaian pendalaman materi dengan kondisi ABK, ketepatan materi soal, proporsional materi soal, kejelasan instrumen soal kelengkapan komponen penilaian.
b. Aksesibilitas fisik dalam kategori cukup baik. Namun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya kemudahan membuka pintu pagar, kelebaran pintu ruang kelas,  jendela selender, keterjangkauan papan tulis, kelengkapan perpustakaan, sudut arena olah raga yang aman, ketersediaan  toilet yang aksesibel dan  kemiringan tangga.
c. pengetahuan guru dalam kategori baik. Beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya kemampuan ICT, serta kemampuan  identifikasi dan hambatan siswa.
d. keterampilan dan sikap guru  dalam kategori baik. Beberapa indikator yang belum terpenuhi diantaranya penguasaan huruf Braille, kemampuan komunikasi bahasaisyarat.


2. Faktor Pendukung dan Penghambat 
a. Pendukung
1) SD inklusif prosedur pengelolaan mendapat pembinaan langsung dari 2 pemerintah daerah yaitu  Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin baik pembinaan guru dan tenaga pendidik maupun pembangunan sarana fisik.
2) Sekolah inklusif dipimpin oleh para kepala sekolah yang berprestasi dan masih usia muda ini menjadi potensi bagi sekolah dalam menjalankan manajemen sekolah.
3) Sekolah yang tumbuh dilingkungan masyarakat pelangi menjadi potensi besar bagi pengembangan kurikulum  karena dari berbagi budaya, adat istiadat dapat dijadikan bahan pengembagan pembelajaran multiculture.
4) Letak sekolah inklusif di Kecamatan Sungai Lilin  sangat strategis dan dalam posisi rata.  SDN 1 Sungai Lilin di atas luas tanah 14.068 meter persegi berdiri bangunan layaknya sekolah bertarap internasional. SDN 1 Nusa Serasan sekolah yang berstandar nasional memiliki areal tanah 20 000  dalam pisisi jalan poros desa dan rata. Demikian halnya SDN 1 Bumi Kencana yang berada di tengah Desa dalam posisi rata.
5) Keberadaan komite yang sangat proaktif dalam pembangunan fisik menjadi potensi yang besar dalam membangun dan mengembangkan sekolah.
6) Aset sekolah seperti kebun sekolah menjadi salah satu sumber dana sekolah sebagai pendukung pembangunan dan pengembangan fisik sekolah. Kebun kelapa sawit milik sekolah SDN 1 Bumi Kencana  yang sudah menghasilkan dapat membantu biaya pembangunan fisik sekolah.
7) Sebagian besar guru berdomisili di sekitar SD tempat mereka mengajar sehingga secara tidak langsung dapat mengetahui keseharian siswa ABK yang bersekolah di sekolah tersebut.
8) Guru berasal dari aneka ragam suku dan budaya sehingga memungkinkan bertukar informasi, saling melengkapi  dalam memasukan muatan kurikulum, baik intra kurikuler maupun  ekstra kurikuler.
b. Penghambat
1) Warga sekolah mmiliki idealisme yang tinggi terhadap pemahaman ketercapaian visi misi sekolah, tujuan dan target sekolah.
2) Guru yang selalu diberi pelatihan layanan ABK/menjadi pembimbing khusus hanya terbatas, padahal ABK ada di berbagai kelas yang diajar oleh guru bukan pembimbing khusus, dan guru yang bukan pembimbing khusus inilah yang menyiapkan perangkat  pembelajaran di kelasnya.
3) Di antara  guru merasa kesulitan untuk mengadabtasikan kurikulum bagi ABK karena tidak semua guru mendapatkan pendidikan dan pelatihan membuat desain layanan ABK.
4) Sebagian guru kesulitan mendudukan materi secara tepat, mengatur materi secara proporsional karena satu guru di sekolah inklusif mengajar hampir seluruh pelajaran di kelasnya. Hal ini tentu menambah beban tugas guru untuk membuat desain layanan.
5) Belum ada raport inklusif, ijazah inklusif dan sekolah lanjutan inklusif.
6) Penunjukan sekolah inklusif tidak diiringi dengan kebijakan tekhnis pembangunan fisik sekolah.
7) Biaya untuk pengadaan sarana yang aksesibel bagi ABK cukup besar sedangkan anggaran sekolah yang tersedia sangat terbatas.
8) Tim ahli dalam inklusif juga terbatas di SLB sebagai pusat sumber kabupaten, sehingga jika ada hambatan dalam hal layanan guru-guru di sekolah inklusif mengalami kesulitan dalam penyelsaiannya.

3. Dampak Pendidikan Inklusif Bagi Sikap Sosial Siswa
a. Siswa ABK hanya bisa dididik dan diajarkan dengan sikap lemah lembut, tidak dapat dididik secara keras seperti halnya siswa non ABK.
b. sikap sosial warga sekolah terhadap siswa ABK sangatlah baik, walaupun sikap tersebut tentunya berbeda beda tergantung jenis siswa ABK.
c. Tidak terjadinya intimidasi dan kekerasan antara seluruh warga sekolah.
d. Sikap sosial siswa ABK terhadap warga sekolah sangatlah baik, mereka dapat berteman dan bermain dengan baik kepada teman-teman dikelasnya dikarenakan siswa ABK sendiri tidak dikucilkan oleh teman-temannya.
e. Beberapa siswa ABK cenderung tempramental, suka marah, mereka sangat sensitif jika diganggu oleh teman-temannya di sekolah dan juga tidak pernah selesai mengerjakan tugas yang diberi oleh guru.
f. Siswa ABK merupakan teman yang baik, senang bermain bersama, belajar pun dilakukan secara bersama-sama walau dilakukan secara terbatas.

B. Rekomendasi

[bookmark: _GoBack]Mengacu hasil temuan pada penelitian ini peneliti memberikan beberapa rekomendasi  yaitu sebagai berikut.
1. Kepada Guru Kelas dan Guru Pembimbing Kelas
Pertama, peran guru sangat penting dan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanakan pendidikan inklusif guru dituntut memahami visi dan misi, tujuan dan target sekolah, guru hendaklah memahami setiap siswanya sebagai individu yang memiliki keunikan, kemampuan, minat, kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda, dalam hal ini hendaknya guru kelas dan guru pembimbing khusus  diharapkan mewujudkan kerjasama dalam melayani siswa agar siswa semua dapat sekolah dan belajar. 
Kedua, Guru dalam mensukseskan program sekolah inklusif hendaklah turut serta mengidentifikasi siswa baik yang belum, yang sedang dan yang putus sekolah. 
Ketiga, Guru diharapkan melakukan assesmen terhadap siswa untuk mengetahui karakteristik masing-masing. Dengan dasar assesmen tersebut guru diharapkan terampil dalam membuat desain layanan bagi ABK.
Keempat, Guru diharapkan mampu  melakukan penilaian proses, penilaian hasil belajar secara fleksibel, tidak berdasarkan standar pada umumnya sebagai tolak ukurnya tetapi dibandingkan individu itu sendiri, dalam proses penilaian dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus dan diharapkan guru memperoleh gambaran secara utuh kondisi belajar siswa yang sebenarnya, sehingga dapat mengadaptasi perencanaan dan pengajarannya selanjutnya menurut kebutuhan peserta didik
2. Kepala Sekolah
Pertama, kepala sekolah sebagai leader hendaklah menentukan langkah langkah pembangunan dan pengembangan sekolah inklusif yang diantaranya : 
a. Membentuk tim inklusif
b. Mengidentifikasi kebutuhan
c. Menciptakan dan mensosialisasikan sebuah visi serta membuat strategi bagaimana melaksanakannya dalam bentuk misi bersama
d. Merancang pengembangan secara logis dan rasional
e. Mengimplementasikan rencana
f. Mengevaluasi rencana dan untuk pencapaian perubahan berikutnya.
Kedua, kepala sekolah sebagai Supervesor dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolahnya diharapkan selalu memonitor pelaksanan pendidikan inklusif dengan cara yang mudah dan terukur. Contohnya melalui Ceklis self assesmen inklusif, atau mencari informasi dengan cara : membuat catatan atau dokumentasi, berbicara dengan orang lain, mengakses pengetahuan dan keterampilan melalui narasi dan observasi.
Ketiga, kepala sekolah sebagai manager diharapkan aktif kreatif dan inovatif, seperti dalam penyusunan kurikulum diharapkan kepala sekolah agar melibatkan s bersama-sama guru kelas dan guru pembimbing khusus, karena mereka lebih mengetahui potensi, perkembangan, dan kebutuhan siswanya, sehingga perencanaan pengajaran dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dapat sepenuhnya mendukung keberadaan kelas inklusif.
Ketiga, sebagai educator, meningkatkan kualitas pembelajaan yang dilakukan oleh guru dalam setting pendidikan inklusif seperti: mengadakan pelatihan-pelatihan  aktifitas pembelajaran kolaboratif dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin.
Pertama, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberika petunjuk tekhnis penyelenggaraan pendidikan inklusif secara lengkap dan menyeluruh, yang memuat petunjuk tekhnis bagi kepala sekolah, guru dan staf meliputi:
a. Tekhnis pengembangan kurikulum
b. Tekhnis pengadaan dan pengembangan sarana fisik
c. Tekhnis pengadaan dan peningkatan mutu guru dan tendik
d. Tekhnis anggaran/pembiayaan
e. Tekhnis rekrutmen siswa
f. Tekhnis penilaian
g. Tekhnis tingkatan/jenjang kelanjutan ABK
h. Tekhnis layanan kebutuhan fisik dan mental ABK
i. Tekhnis hubungan Sekolah sebagai pusat sumber kabupaten dengan sekolah inklusif lainnya, dan lain-lain.
Kedua, diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin dapat  menempatkan keberadaan guru mata pelajaran kekhususan pada setiap sekolah inklusif, guna memberi pelajaran yang sesuai dengan jenis kebutuhan siswa, seperti program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, BPBI (Bina Persepsi Bunyi dan Irama) untuk peserta didik tunarungu, Bina Diri untuk peserta didik tuna grahita, Bina Gerak untuk peserta didik tunadaksa, Bina Pribadi dan Sosial untuk peserta didik tuna laras. Pelajaran kekhususan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 
Ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat  menempatkan keberadaan Guru Pendamping Khusus  pada setiap kelas yang ada ABK, sehingga sekolah tidak ketergantungan pada kehadiran guru pembimbing khusus dari SLB sebagai pusat sumber, mengingat tempat lokasi masing-masing sekolah yang sangat berjauhan
4. Rekomendasi untuk peneliti berikutnya 
Bagi  peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian yang lebih lengkap dan menyeluruh. Diantaranya  mengevaluasi objek yang lebih luas setingkat SLTP/MTs, SLTA/MA dan SMK  negeri dan swasta, bahkan perguruan tinggi setingkat kabupaten, nasional bahkan internasional. Aspek manajemen yang dapat diteliti berikutnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, budaya inklusif,  karakteristik ABK, manajemen pembiayaan, desain pembelajaran. Pelaksanan kebijakan dapat dievaluasi diantaranya kebijakan Mendiknas, pelaksanaan kebijakan pemda, pelaksanaan kebijakan LPMP, kebijakan UPTD diknas, kebijakan komite sekolah, kebijakan pengawas TK/SD dan sebagainya.

